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=4 Dasar Hukum

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

‘ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kall diubah, terakhir dengan
tentang Desa

‘ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2026 tenmtang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undarng
| No. & Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Mo, 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025 - 202%

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu

Kepmendagri Nomor 100.3-2834 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi
Pos Pelayanan Terpadu

Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomaor 100.3.2/42711/BPD tentang Kodefikasi Kegiatan dan
Belanja APBDesa untuk Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM




Pertahanan
Keamanan

Agama

Yustis]

Politik Luar Negeri
Moneter & Fiskal
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PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH QULapi et ko ity

Kewenangan Presiden sebagai

Kepala Pemerintahan
¥

Pembinasn wawasan kebangthan dan ketahanan nasional
calam rargka memantapkan peogalaman Pancasda, pelicsanaan

LAY Nogara Repubik indonesla Tabun 1944 - pelrssarian Bhinnaka
Turggal |z serta pemsvintzhan dan pemelinraan dectuhan HESLE

- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- Pambinasn kerukunsm andartokn dan Tratubg s Dee 3amMa;

ras, dan golingan lanrym guna mewsudkan stabhlitas mmanen
Iokail, recional, dan rasoral;

. Penanganan konllk sosial sesuasi kebaoan Pensuan

. Koordinas pelaksanaan hagas antarinstansi pemenntahan yarc

ada & wilmah Coerah prowinel dan Deerab Kab/Kota - wribok
s Ecaican permacaldtan vang Bmbul dengan mempedalien
prinep derokiasl, hak asasl mancsa,  pereratasn,  keadilan,
kpistimeaaan dan kekhosusan, poltens sema kRans@racaman
Caerah sesuail dengan ketermhian Periaen,

. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasackan Fancasnia: dan

« Pelaksansan semua Umuisan Pemerintahan yvang bukan

renipakan kimenangan Daealy dan Golay dilaaarakan olah
Instaresi Yertkal
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Dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi

dan Daerah Kabupaten/Kota

WAIIB (24)

9 PELAYANAN DASAR (6)
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Pendidikan

Keschatan

Pakerjasn Umum & Penataan Ruang
Parumahan Rakyat & Kawasan Parrmekiman

Ketenteraman, Ketertiban Umurm dan
Pellndungan Masyarakat (Trantibumiinmas)

o L

. [Hietapkan dengan 5P

@ NON PELAYANAN DASAR (18)

Tenaga Keda 0 Komusikash & informiatic
P be-doyaan Perempuae 11 Koperasl Usshs Kecl & Menengsh
& Pedincungan fnak 12, Penansman Mok
Parge 14 Hepemckisan & Olabwaga
Partanaha PR
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K garga Bowencana 18, Hearsipan
Perhubungan
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PILIHAN (8)

Pertanian

Kanianan

Enegi dan Sumberdaya Mineral
Farwisata

Kelautan dan Per&anan
Prendasdpamg an

Permndustrian

Trarsamgr asi

Palaksanaan Urusan Konkuren
di Prowins: dan Kaby/Kota —
Fembinaan Umum oleh

Kemendagr, dan Pembinaan
Teknis olah KL

Lirusan Pemerintahan Bidang
Kesebutan termasuk
Urusan Wajlb

Pelayanan Dasar




Kewenangan Berdasarkan

Hak Asal Usul

+ Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah kewenangan

untuk mengatur dan mengurus hak yang merupakan warisan yang
masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa
sesuai dengan perkembangan kehidupan Masyarakat.

* Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul antara lain sistem
organisasi masyaralkat adat, kelembagaan, pranata dan hukum
adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan
masyarakat Desa.

o Kewenangan Lokal Berskala Desa %

« Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan cleh Desa
atau yang muncul karens perkembangan Desa dan prakarsa
masyarakat Desa,

» Kewenangan lokal berskala desa antara lain tambatan perabu,
pasar Dwesa, tempat pemandian umum, saluran rigasi, sanitasi
lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta
perpustakaan Desa. embung Desa, dan jalan Desa

POSYANDU SEBAGAI KEWENANGAN LOKAL DESA (%3
(Berdasarkan UU 6/2014 tentang Desa)

Kewenangan yang Ditugaskan Oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kab/Kota Kepada Desa

Kewenangan Lain yang Ditugaskan Oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kab/Kota Kepada Desa

e e e e e e o

. FPelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan
kewenangan tugas lain dari Pemenintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.

« Penugaszan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada
Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kermmasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

« Penugasan sebagaimana dimaksud disertai biaya.



PENUGASAN KEPADA DESA
(Berdasarkan UU 23/2014)

— 000 —
Pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Desa yakni melalui mekanisme Penugasan, sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

9 Pasal 372 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya
kepada Deqa

Pendanaan untuk melahsdnaLan Urusan Pemerintahan yang dltugashan kepada Desa

oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN. . POSYANDU
: - - 6 BIDANG SPM

Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintaban yang ditugaskan kepada Desa : d

cleh P"-"'I'T'Il:-ﬂﬂtﬂh Daerah Provinsi dibebankan kEPHdd APBD provinsi. i .
i i . i ‘-F'. A + Hewrptmy Pl an J’!ﬂl"l]-l-l'll'I

Ps-ncfanaan L n:uk melakﬁanakan Urusan Pemerintahan yang dstuga skan lu:epada Desa o
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota. .l T m

T ek = i -
S P"l-"ll'-'l Trhrl.iu-.rr.

£ Pelaksanaan program kementerian/lembaga, pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang ditugaskan kepada Desa, idealnya tidak memberikan beban

penganggaran kepada Desa.

& Penganggaran bersumber dari pemberi program

| @ ©0 0o




KEBIJAKAN TRANSFORMASI POSYANDU (&

Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu ditetapkan dengan mempertimbangkan
beberapa aspek sebagai berikut:

1

il

3 TRANSFORMASI POSYANDU :

N

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Mo, & Tabun 2074
tentang Desa dan Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014
(Saat inl sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan
Pemerintah No, 16 Tahun 2026), perlu dilakukan FEilITELED]
kelembagaan dan optimalisasi fungsi Posyandu sebagai
LKD/LKK.

Bahwa materi muatan Posyandu di dalam Permendagri No.

18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD perlu disempurnakan

dengan perkembangan saal ini (hanya menyebutkan bahwa
tugas Posyandu sebatas memberikan pelayanan kesehatan).

1.

@ Pelayanan
2. 9 Kelembagaan
3. @ Pembinaan

& Bidang Standar Pelayanan Minimal
Hanya kesehatan }} (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Lmum,
Perumahan Rakyat, Trantibum Linmas, Sostal)

Sebatas Kegiatan =
Upava Kesehatan }} Lembaga Kemasyarakatan

Bersumber daya Dasa/Keluraban (LKD/K)
Masvarakat (LUEBM)

Kelompok Kerja |
Cperasional }} Tim Pembina Posyandu

(Pakjanal) Posyandu (TP Posyandu)

7 |
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Pasal 5
1 Permendagri Mo. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu

Posyandu berkedudukan
di Desa/Kelurahan setempat

Posyandu dibentuk atas prakarsa
pemerintah Desa/Kelurahan
dan masyarakat

Pembentukan Posyandu disertai/diikuti
dengan pemberian nomor registrasi
yang ditetapkan oleh Menteri

melalui Ditjen Bina Pemdes

Tata cara pemberian nomor registrasi
ditetapkan oleh Menter

PENATAAN KELEMBAGAAN POSYANDU

Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu ditetapkan dengan mempertimbangkan
beberapa aspek sebagai berikut:

o e — ce—— — — i | "HES] WS NSNS SESNCCSSNG —— .

A

-ﬁ Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan tidak dimaknai bahwa

; a\
|" -Q‘ ‘r:-",?
" i |

-._-l =, r

Kelembagaan Posyandu

di Desa/Kelurahan

Pemerintah Desa/Kelurahan

I
| | | l

a

Posyandu-Posyandu yang berlokasi di tiap
dusun/kampung/lingkungan/RW atau bahkan RT

Posyandu hanya sebatas 1 lembaga saja di desa/kelurahan.

Posyancu diakui atau yang disebut sebagal LKD/LKK adalab pesyandu
yang berada di tingkat Dusun/Lingkungan/RW/RT sebagaimana kondizi
eksisting saat ind,

Pemberian Momor registrasi Posyandu diatur dalam Keputusan Manten
Dalam Negeri No. 100.3-2834 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian
Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu.
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DATA DAN SEBARAN POSYANDU

Total 238.666

|
m




2
:
;
;
w
:
=
3




KEPENGURUSAN POSYANDU

KETUA

Memempin, mengarahlan, dan
bortanggung japwab ates pelaksanasn
kegiaian Podyandu,

SEKRETARIS

Merrduung betua dadar admrestras
pengataliry, pedapra e, &an
koovdinasi kegatan

| BENDAHARA

Mool ketannan Posy st secars
trarsoarar aburdabe, don

Bartandgang jimab.

KETUA BIDANG SESUAI
KEBUTUHAN

Kacker-kacker yarg bartugas sl hicaag
dan kebubuhan di Posyanda

1Y)

'ﬁ‘ * Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan di Desa
* Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan

Kepengurusan Posyandu dilaksanakan oleh Kader. Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan:

Kriteria dan Tugas pengurus Posyandu adalah sebagai berikut:

=% KRITERIA

@ TUGAS KADER

o Memuliki pengetahuan
p&iﬁﬁl::u'u'lgur'um Jar
pemberdayaan masyarakat

DesarKelurahan:

s Digllih dar dan edeh
masyarakat dan
diketahui TP Posyandu;

= Bersedia dan mampu
bekerja bersama
masyirakat]

= Biza membaca dan
menulis huruf Laking

= Berdomisili di
Desarfelurahan setempat;

= Sehat jasmani dan rohanl.

Meryusun perencanaan dan
penigusulan pragiam) keglatan/
subkegiatan kepada Pemerintah
Desafkelurghan

Melaksanakan propram Posvandu,

melakukan koordinasi dengan
TP Posyandu dadam pelaksanaan
program berdasarkan SPM sesua)
cengan ketentuan persncang-
undangan; dan

Menyiapkan bahan penyusunan
laporan pelayanan Posyandu
kepada Kepala Desa

Melaksanakan pelayanan
sasual bidang layanannya

Mempersiapkan tampat
palaksanasn Posyandy;

Melakukan pendataan dan
identifikasi pelayanan
Posyandu sesual dengan SPM;

Melakukan koamunikasi,
memberikan informasi, dan
edukasi sesual dengan SPM; dan

Mengompllasi kegiatan
pelayanan Posyandu sebagal
bahan penyusunan laporan
pelavanan Posyandu kepada
PEMPUIrLEs,




"*Kepengurusan Posyandu dilaksanokan cleh Kader.
| Kepenguruson Posyandu ditetapkan dengon:

|
f ® Keputuson Kepala Desa yang berkedudukon di Desa

)
I'xx ‘ﬂ‘ ;

]
1

7 : S . . B Keputuson Lurah untuk yong berkedudukan di kelurahan
|
BENDAHARA E‘r SEKRETARIS | lmn.':'rnuulh.nn tata noskah dinos kabupoten/kola
! S Erg - masing | |
| ' e i _|'
Ty | | I I
|
' | A ) &
i .
i BIDAMNG BIDANG
psﬂgﬁfm | EEHEIESETEAM ! PEKERJAAN PERUMAHAN THAH:IE?LT;ETHMAS Es.'c“i'?.'if
i : UMLUM RAKYAT
: |
'B KETUA BIDANG | i e KETUA BIDANG e KETUA BIDANG e KETUA BIDANG B KETUA BIDANG
'
£ kapen l | @ kapen £ kaper AN KapER ) KaDER
[ ] I 1 1
I_'__ |

h [ e Penginiegrasian Kader-kader pregramatik (khusws) Ke dalom Bidang Kesshatan:
| : " | Koder TBC, Kader kesehatan liwa, Kader Kesehatan Lingkungan,

/' Kader Jumantik dll

"
- -

Lintuk implementasi Posyandu dengan § bidang SPM (Konsep ldeal), mako kepengurusan Posyandu terdiri atas ketua, sekretars, bendaharg, & ketua bidang
sesual dengan SPM, dan kader. Untuk ity ideainya dibutubkan kurang lebib setidaknye 15 arang otou bahkan lebih.

Adopun apabila jumlah S0M kader eksisting hanya 5 arang dan terbotas serfa Desa/kelurahan tidek dapat menambah logl, maka dilakukan penatean ulang
dengan menyesuaikan jumlah SDM yang ada, Hdak perdu menambah SDM kader.

Dapat dilagkukon penggabungan untuk bidang-bidong yong memilikl tegas yang dapat dikatakan hompir sama. Ex: Bidang PU dan PR digabung,
Trantibumlinmas dan Sosial digobung




| ” Tugas Posyandu dalam Pelayanan 6 Bidang SPM

Berdasarkan rincian Tugas Posyandu berdasarkan masing-masing 6 Bidang SPM,
maka dapat diidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan layanan posyandu,
pengurus/kader Posyandu melaksanakan:

s Pendataan dan Identifikasi permasalahan/isu di masyarakat yang terkait dengan 6 Bidang SPM
s Melakukan penyuluhan, dan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan 6 Bidang SPM
= Kegiatan lain yang terkait

@ Alur/Tahapan Pelayanan Posyandu
v U il
—®)— —&)— —@

Hari Buka Layanan Kunjungan Pelaporan Pasca Hari
(waktu dilaksanakan RumahfLapang Buka dan I{unjungan
kegi Posyand Dilak indak lan
gt | | Wi Fumah/Lapang




TUGAS POSYANDU SEBAGAI LKD/LKK

| Pasal 2 Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu

Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat,
ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan

pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.

Sebagai LKD/LKK, posyandu tidak hanya melaksanakan tugas sebagaimana konsep terdahulu
yakni sebatas melaksanakan kegiatan pelayanan, namun juga perlu aktif dalam upaya
pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan dan berpartipasi aktif perencanaan.

i Posyandu berpartisipasi aktif dalam

Posyandu melaksanakan kegiatan
| perencanaan Pembangunan desa

pelayanan




Tugas-Tugas Posyandu Berdasarkan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu

<
*Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Bordasarkan:
*Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Laerah
mefupeakan Urusan Permerintahan Wajib yang berhak diperaleh setiap warga negara secara 2. Peraturan Pemerintabh Momer 2 Tahun 201 8 tentang Standar Pelavanan Minemal
rninimial, 3. Permendagrl Momor 59 Tahun 2021 tentang Peneragan 5P
L #
' 1 ] H a - - :" =
TUGAS POSYANDU DALAM BIDANG PEMNDIDIKAN | 9 TUGAS POSYANDU DALAM HPﬂHEFEEEEJFAH Ie TUGAS POSYANDU DALAM BIDANG
MELIPUTI DUKUNGAN TERHADAP | umm MELIPUT! DUKUNGAN TERHADAP k. - TRANTIBUMLINMAS MELIPUTI DUKUNGAN
1. perlidiken arak usia dini, i TERHADAP
2. identifikasi ketarsediaan dan pengelolaan parpustakaan Desa; | 1, edukasi 'P'E“"E.""'-'ha"'- h’-‘hu"'—'_h"-"" pokok air bersith dan i penyubshan dan rehahilitasi trauma pasca bancana
3 pendguatan pernanfaatan literasi digital; dan | pangeialaan limbah domestik! rumah tangga, serta 2. melakukan komunikasi, informasi, dan ecukesi terhadap
* icdarvbil kasl I:lfﬂ}"l:'dlhﬂ-ﬁ alat [rEsaCy acukss| i melakukan F-q:-n?glnlﬂ_:un “mpuh s ci=sa: kﬂliﬁpﬂ.ﬂgﬂ.ﬂﬂ Essnicana:
2. identifikasi dan pemaelibaraan ambung air baku; 2. pencegahan gangguan, ketentrarnan, dan ketertiban
TUGAS POSYANDU C M HM EES'EHHH 3. pemaiiharaan jaringan air pedesaan; werarm rhelalun deteksi donl dan cegah dind;
s 4. Iduerifikasi den rebabilitasi sumur air tanah urituk 4. pembinasn dan penyuluhan pelaksanasn patrok
MELIPUTI DUKUNGAN TERHADAP s CRha e
1 f kainj e i ran (b, baid, balita, k :
et | | g e i R A T | B kst emb i
e y ; aman, ketertiban umidm, dan keamanan
2. peryulubien kesshakan dan gis ibaa, bayi, belia, arak veia pre :
sekolah, usia sekolah remapa, dewessa dan langut usia; Bnghkuerigan.

3, deteks diew ik cnasalah kesehatan b, By, balfta, anak usia pra

sekolah, usia sakolah rerrajas, dewssa dan lanjut usia; aa AT et
4 rujubcan ke unit kesahatan Dasa/ Kalurshan atau posat kesahatan i TUEAE FﬂS'fM-kDIJ I:Iﬁ.LA.M M'm
rrasyarakat bagi e, bayi, balits, anak usia pra sekolah, usiz sckolah | | TUGAS POSYANDU DALAM BIDANG PERUMAHAN Y MELIPUTI DUKUNGAN TERHADAR
:nmjwﬁ“ dan lanjut usia yang merniliki risike matalah TN BAKYAT MELIPUTI DUKUNGAN TERHADAP U 1. hoeiunies, informas, dan edukasi dalam
L i
1
£

5 pamantausn perilaku kapabhen kb mandapatkan pelayanan | kesatarann dan keadilan gender, disabilitas,

idantifikasi panyedizan & rebabilitasi cormsh yang lapak i, . _
lnsahiatan minimal, melsksanakan pengobatan hipertensi, Sabetes, keslapsiagaan bencana, dan Inklush sosisl]

naserculols dan gansguan |, serta menjage kisehatan ngkurgan i kormunikas), mformasi, dan edukasi lingkungan yarg barsih 2 identfikasi dan pendataan fakir miskin
rumash: cdan dan sabhat, pengelolaan pekamngan rumah untuk budi Guys Masyarakat yang tidak mampu untuk
&,  peningakauan akses yang terdiri atas tanarnan pangan lokal dalam mendukung perganskaragamian . rrecd spatican bastuan edsasl kesejabtaraan
1} imunisasi konsumsi pangan; pembustan Biopard, hidropanik di ' keluarga; dan
2} witamin A; dan pekarangan rumak 1. reernfaslitesi danfatad renyatucrkan bartuan
3} teblet tambah daroh, di Posyondu sesuai dengan ketentuan ' wosial sesual dangan keleriuan pessturar

penduras perurslang-undasgan | mrufﬂmg-umzlﬂangin




Revitalisasi Pembinaan

FEJ'E"I"AHDU

i “' [ "7.\“3‘?'

" TP POSYANDU

W EENUTH Tim Pembina Posyandu

STRUKTUR TP POSYANDU BERJENJANG

i Il ) @ TP POSYANDU PUSAT

' =
E TP Posyandu pusat; = Eelua dgabat ster/suami Menters = Ketua bidang;
) TP Posyandu provinsi; * Sekretaris umum; * Koordinator bidang:
» Sekrataris; » Anggota kocrdinator bidang; dan
E Lig pnf’?a“du kﬂhupatanfknta; | = Bendahara; *» HKoordinator kesekretariatan.
€ TP Posyandu kecamatan; dan
O TP Posyandu desa/kelurahan. .- e TP POSYANDU PROVINSI
i\ o Ketua dijabat istecifoums Gubernus e Ketus bidang:
TUGAS TP POSYANDU * Sekretaris; « Anggota koordinator bidang,
= Bendahara;
Memberikan arahan
pelaksanaan program/kegiatan/
subkegiatan TP Posyandu, .- e TP POSYANDU KABUPATEN/KOTA
Mengoordinasikan * Ketua dijabat istesifsuami Bupatl/Wiel Kota; « Ketua bideng;
program/kegiatan/subkegiatan = Sekretaris: = Angaota koordinator bidang,
TP Posyandu, * Bendahry
Melakukan pendampingan
kegscla pengurus dalam E ) TP POSYANDU KECAMATAN
pelaksanaan kegiatan Posyandu. x ——s = _
= Katea dijabat isterisuami Camat; = Katua bdang;
Melakukan pembinaan o Sekretaris; » Angoota keordirator bidang.
kepada pengurus dan kader, + Bendahara;
Pemantauan dan evaluasi .-

penyelenggaraan Posyandu,

0 9 TP POSYANDU DESA/KELURAHAN

= TP Posyandcu Desa/Keturahan ditetapkan secara barjenjang sesual dengan
kewenargan dan peraturan perandang-undangan,




PEMBENTUKAN
TP POSYANDU

Pembentukan TP Posvandu Pusat
ditetapkan oleh Menteri Dalam Megeri

Pembentukan TP Posyandu Provinsi
ditetapkan oleh Gubernur

Pembentukan TP Posyandu Kabupaten/
Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota

Permbentukan TP Posyandu Kecamatan
ditetapkan oleh Camat

Permbentukan TP Posyandu Desa/Kelurahan
ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah

»

om

(i)

>

PEMBENTUKAN DAN PENGORGANISASIAN
TIM PEMBINA POSYANDU

PENGORGANISASIAN
TP POSYANDU

Pengorganisasian TP Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota

manekanikan keterlibatan Perangkat Daerah vang membidangi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
urusan SPM sarta Perangkat Daerah lain vang terkait sesual
kebutuhan.

Pengorganisasan TP Posvandu Kecamatan menekankan
keterlibatan UPT Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan,
profesional. dan dapat mendayagunakan SDM di kecamatan
sasual dangan tugasnya serta unsur lain yang terkait sesual
kabutuhan

Pengorganisasian TP Posyandu DesafRelurahan menekankan
katerlibatan dan dukungan profesional/pelaku pemberdayaan
masyarakat vang terkait dengan tugas Posyandu, aparatur
pemerintah yang ditugaskan di wilayah Desa/kelurahan, dan
dapat mendayagunakan SDM porangkat Desa/pegawal
kelurahan sesual dengan tugasnya serta unsur lain vang terkast
sesual kebutuhan




TIM PEMBINA POSYANDU

@ TP POSYANDU ‘

TP POSYANDU TP POSYANDU TP POSYANDU TP POSYANDU TP POSYANDU
PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN

» ketua dijabat » Ketua dijabat = Ketua dijabat

Isteri/suami isterifsuami Gubernur; isteri/suami

Menteri Datam Negeri; sl | Bupati/Wali Kota: TP Posyandu Kecamatan
SO s = Sekretaris; = dan TP Posyandu
s Sekretaris; = Bendahara; ' Desa/Kelurahan

: ahara, ,

» Bendahara: = Ketua bidang; dan e :ﬂm' ditetapkan secara
= Ketua bidang; s  Anggota koordinatar = Ketua bidang; dan berjenjang sesuai dengan
s Koordinator bidang; bidang = Anggota koordinator kewenangan dan peraturan
»  Anggota koordinator Riciang perundang-undangan.

bidang; dan-

s Koordinator
kesekretariatan




0

0C

5 B

Mlerabiuban pendampsng an kepsada
pengurus dalsm pelaksarasn
e T—

Melakukan peritinsan kepada
pengurus dan kader

Plalakukan gemantaian dan
ewalissi perpelengoaraan

TUGAS TIM PEMBINA POSYANDU

Provinsi

Memberkan smaban pelabzaraan

programykeqgistan'sub kegatan T9
Posyandy Provrsi

Mengaoerdinasian
programdkegiatansubbegiatan TP
Poayandu Frivingl

Melalukan pebinaan kepads
pecgurus TP Posyandu
Deza/Keiurohor dan kader meohn
TF Posyanau Kaby Kot dan
KECampian

Mongoanhnasikan pevagunan
programyRegiatan whieglatan TP
Pe syt Kaby'Kota dan
engbamerhas! Posyseedy Kaby'Kotla
o) wlnyarinys

Melabukan pemartauan gan
evalugsl snjlementps Foeppnd
melalus TP Posyarnch KakMoma,
Kecamatar, dan DecafKelurahan
‘srsLg dengan tugas dan fungsi
Misrg-rhising

0

O .i

Kab/Kota

Memberikan 2rsnesn pelsisansan

programykegatanub kegiatan TP
Poavandu Kabv'Eola

Mencoondinashan
programykegatansubieglatan TP
Prsancy KabyKols

Meiakiian perebiraan pads
perguns o KabyKota

Mergeordinasikan poespusunan

p‘q-g‘muirg'mw:ﬂughrun m
Prspantiu Desa Vel ahan radalul

TP Pasyardh Kecamatan

Melokukan pemartsuan dan
evaluas pelaksanaan

pragan vkeg e e adiegiaian
Prosymrvdu df KabiKom

E Kecamatan

0

2

4

5

El

Fermberica srshar pelaksanser,
programdkegiatan'sub wegiatan TP
Pessyandy di Dasa/Kalurahan

Mengootinasian
programybegartansubkegatan TP
Poggandy di Kacamatan

Muilakutan parclienirgan ki pasa

pengurds 9 Posvand
Dz Karlu st

Mengoordinaskon ponyirsman
progam/hegistan/vibaegistan TP
Povancty desaflaliraban dan
Hrgiemeatal Baspedi
Dlemsgieaeborahan i wlaysbeypa

Mrlalakan pemantauan dan
evaluasi implemertes Fosvardu &
Do, Rl uirehar

0

Desa/Kelurahan

Marrtasiban arghian pelatsanan
progrem ke istan/s begiatnn TP
Posyardu d DesaKelurahan

Mergoordrasicn

pmg':lrn.-'iqgmn_{y,dimgnt.m TP
Perwandis o Dlosa/Kakurshan

Malalukan pandampingan bepada
peragures calam peladsanam

pesyerddu o Desa/Felusahan

Melabulan permbmaan kepads
penguns tan kacar
DesaKalurahan

Malalodan pamrantauan dan
evali peloyanan Posyando di
DosaKelurahan

Melokuzar pembaaan kepads
perur-dan kader di
DasadFalirahan




SN

a Penganggaran sebagaimana dimaksud poda ayat (T}
' untuk mendanai program/kegiatan,/sub kegiatan

Posyvandu don insentif kadear,

IJ

8 PASAL 26

2 IO

PENDANAAN POSYANDU

(Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu)

Pendanaan Posyandu bersumber pada:
Anggaran Pendapatan dan Belanja MNegara
Anggaran Pendapataon dan Belanja Doerah Provinsi e

Anggaran Pendapatan dan Belan jo Kobupaten/Kotao
Anggaran Pendapatan don Belanjo Desza; dan

Sumber lain yang sah;

>esual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangar.

Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa wajib
menganggarkan dona untuk mendukung
penyelenggarcaon Posyondu sebogaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf b, c, dan d sesuai ketentuan
perundang-undangon

Pendanaan Posyandu bersumber pada APBN: dukungon

APEN yang bersumber dari APBN Kemendagri dan Kemenkes
{kendisi eksisting). Kedepan harapannya dopat didukung pula

oleh APBN K/L teknis lainnya (pelaksanaan 6 SPM).

Pendanoan Posyandu bersumber APBD Provinsi dan

Kaobupaten Kota mempedomani:

®  Permendogri Momor 10 Tohun 2025 tentong Pedoman
Permyusunan RKEPD Tahun 2026

® Permendogri Momor 14 Tohun 2025 tentong Pedoman
Pervwusunan APBD Tahun 2026

Pendanaon Posyandu bersumber poda APBDes

mempedomani:

m Permendagri MNo. 20 Tohun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

=  Peroturaon Menteri Deso dan Pembengunan Doeroh Tertinggal
Momor 7 Tahun 2023 tentong Rinciaon Prioritos Penggunoon
Cana Desa

= Surat Dirlen  Bing  Pemerintahan  Desa  Nomor
100.3.2/4211/BPD tentang Kodefikasl Kegiatan don Belanja
APBDesa untuk Implementasi Posyandu & Bidang SPM

Sumber lain yaong sah: misalkan dari C5R, dukungan lembaga

nan pemerintah/mitra Pembangunan, don  Swoadaya
Maosyorokat.




DASAR PELAKSANAAN REGISTRASI POSYANDU ““’"F'

Pasal 5 Ayat (3) Permendagri 13/2024

Pembentukan Posyandu disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri
melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

\ Surat Dirjen Bina Pemdes No. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.3 -
100.3.2.7/1222/BPD tanggal 17 Maret 2025, Hal 2834 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian
Registrasi Posyandu

Permohonan Registrasi Pos Pelayanan Terpadu
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TATA CARA REGISTRASI POSYANDU %)

e e @ \ N
o o

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100.3-2834 TAHUN 2025 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI POS PELAYANAN TERPADU

01 02 03 04

PENETAPAN AWAL PERMOHONAN PENERBITAN NOMOR PENGEMBALIAN
Eﬁ”t::;ﬁt:?:f:rﬁgit:: o Bupati/Wali Kota melalui Jika dokumen lengkap, BELUM
Posyandu Desa/Kelurahan dan Kepala Dinas/OPD Ditjen Bina Pemdes Dokumen yang

2. Keputusan tersebut permohonan nomaor Posyandu dikembalikan
disampaikan kepada registrasi Posyandu kepada disampaikan kembali ke dengan catatan
Bupati/Wali kota melalui Direktur Jenderal Bina Bupati/Wali Kota melalui melalui OPD terkait
Kepala Dinas/OPD yang Pemerintahan Desa (Ditjen melalui Kepala Dinas /OPD untuk dilengkapi.
m““ﬂ:”;:”;;“ Bina Pemdes) u.p. Direktorat yang menangani
Painbiardayasn Masyarskat FLKAD, PKK dan Pasyandu, urusanpemerintahan
dan Desa atau sebutan lain dan Kementerian Dalam bidangPemberdayaan
dengan tembusan kepada Megeri dengan tembusan Masyarakat dan Desa atau
Camat. kepada Gubernur sebutan lain., maksimal 14

harikerja.

. .
m
Adalah untuk memberikan legalitas, kepastian, dan tertib pr
administrasi bagi Posyandu memperkuat sinergi dengan .+ J
Tim Pembina Posyandu (di tingkat desa, kecamatan, \

kabupaten, provinsi), sehingga Posyandu mendapatkan
arahan, pembinaan, dan pengawasan yang lebih baik

Apa Tujuan
Registrasi

R



URGENSI DAN MANFAAT
REGISTRASI POSYANDU

Pemberian Nomor Registrasi Posyandu = Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4)

Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, serta dalam rangka tertib
administrasi dan penguatan kelembagaan optimalisasi fungsi Posyandu

Memudahkan binwas

Posyandu memiliki

legalitas = Mempermudah pembinaan,
Sebagai lembaga yang sah . pengawasan, dan evaluasi
dan diakui secara hukum berbasis data

Mendukung akses Mendukung transformasi
bantuan/pendanaan Fﬂﬂﬂﬂdudﬂlﬂ memperkuat
Mempermudah Posyandu o koordinasi lintas sektor
mendapatkan dukungan Mendorong kolaborasi dan sinergi

sumber daya dan anggaran untuk pelayanan & Bidang SPM



Data Pengajuan Registrasi Posyandu

E ﬁ itag
73.801 206 30

posyandu kab/kota dari 38 provinsi

Posyandu yang diajukan Kab/Kota Mengajukan Provinsi Tercakup

|'I. = "II

L | Subdit Fasilitasi Lembaga Posyandu — Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri



A Bau 1.086

Kalk Buled=iig
Kb, KRarghumg 'IH
Kab_ Giaryar 356
ﬁ :| KEF. BANGEA BELITUNG 10§
Kab, Balitung 40
Kab. Bangka Barat i3
Kab. Bangka Selatas 28
Kab. Helitung Timsir a
| coroNTALD 313
Kabh. Gorontalo Litara &1
Kabh. Boalemo 50
Kah Pohunwats 5
Kab. Bone Bodango 152
Kabk, Gorontals 42
] samsl a6
Kota Jambi 13
Kab, Telba 24
Kah Sarolangun 1I

B | 1AWA BARAT

Korta Cirabimn 269
Kiota Sukabiumi 2136
Fota Bakas| 453
Kota Hogrr B3

RINCIAN REGISTRASI
PER PROVINSI DAN KAB/KOTA

22

PROVINSI

JAWA TEHGAH

ksl F'ull.'n:lr'l'.-u.'l
Kab Banyumas
Kab. Sragen

Fuata Surakarta

A1) Jawa TMUR 1,400

Kab. Lamonggari
Kots Probalinggo
Kota Blitar

Kab, Mganjub
Hab, Pemekasan
Kab, Mojokerte
Hah. Malang

G KALIMANTAN BARAT &

Fota Pontianak

A KALIMANTAN TIMUR 538

Kab. Kulal Kartansgacs
Kata Bontang

Haby, Kutad Timur

Kab. kiuta: Barat

B KEFPULALIAN RiaL 1.398

Knka Batsr

Kab. Kepulavan Anambas
Kab. Matuna

Kab, Karimun

Kab. Birtan

Kab. Lingga

Kota Tanjurapstang

ol

2.09%

4%h
oy
284
A0

1“‘
a1
L

1440
F6a
400

B

493
£l
153
58

Sri
59
BT

F L]

134

174

149

83

KABUPATEN/KOTA

| SULSWES! I SELATAN

Fiols Parepase

Koh Gowa

¥ab. Enrekang

Kab Tana Toraga

Eatn kepulauan Seiayar

KAk Konawe Seaptan
aby Kenawe

Eab Ecdaka LHara

W | SUMATERA BARAT

Kak. Pasaman Barat
Fab. Lima Pulub Koia
Edta Padang

Kab: Sipgung

®akr. Tanah Datar
Kota Sawahbunto
Eota Sodok

¥ota Paraman

o SUMATERA SELATAMN 1.088

Kaly. Muara Enirm

Kab. Ermpat Lawang

Kahb. Lahak

Eabh Cgan Komersng U Timur
Kab, Penukal Abab Lematang iy
“ota Palembang

Kaly, Cgan llir

Kalk Cwan Karmnering Ulu Selatan

U

823

ﬁm

13.353

POSYANDL TEREGISTRASI

18] SUMATERA UTARA

5 Kabh, Tepanull LItars
15 Kaob Humbang Hasurdutan
1646 Kab. Labuhanbato Utars
115 Kabh. Dadrl
Kalh Tolha

| KALIMANTAN TENGAH
Kab, Kotawaringin Tirmi

ot Kaub. Kotawaringin Barsl
270
70 AULAWES! BARAT

Eab. Pasangkayu

s Nk
TR A R 35

275 Eota Dumai
T3
1
2 Bl | KALIMANTAN SELATAN
169 ®gia Banjannary
3 Eabk Tanah Lot
g EKab Tasin
137 ¥ab. Tobalong
¥ | BANTEN
®ab. Lehak
137 Kota Cilegon
41
124 Bh | NUSA TENGGARA BARAT
i ¥ab. Sumbawa
a0
1086
299
an

469

T4

582

Fa
427
{1}
188

.i-l




PROVINSI

:

2

o~ i b

10

Jawa Tengah
Jawa Timur
Kepulauan Riau
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Bali

Jawa Barat
Sulawesi Tenggara
Banten

Kalimantan Selatan

PROVINSI DENGAN REGISTRASI TERBANYAK

‘ 7 dari 10 provinsi teratas berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali — mencerminkan

konsentrasi pengajuan di wilayah barat/tengah Indonesia.

JUMLAH POSYANDU TEREGISTRASI

—

+ L’i-@

KESEHATAM

- B

PEMCHDIKAM

KETENTRAMAN,
TRANTIBLIM &

LIMMAS




LANGKAH STRATEGIS
DITJEN BINA PEMDES

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL POSYANDU

& NSPK Teknis untik operasionalisasi Permendagr No. 13 Tahun 20024
tentang Posyandu.

@& Memuat penjelasan teknis terkait transformasi Posyandu: transformasi
. kelembagaan (tata kelola kelembagaan), pelayanan (operasional teknis
pelayanan), dan pembinaan {(mekanisme dan pengorganisasian
Tim Pembina Posyandu).

ﬂ Memuat penjelasan terkait monitoring dan evaluasi serta
pelaporan Posyandu.

MODUL DASAR TIM PEMBINA POSYANDU DAN PENGURUS/KADER POSYANDU

Madul Urmum Tim Permbina Posyandu dan Pangurus Posandu

Madul Tirm Pembina Pasyandu
Modul Pengurus Pasyandu

Modul-modul tersebut sebagai panduan kegiatan pelatihan/peningkatan
kapasitas Posyandu yang nanti akan dilaksanakan olel Permerintah Dagrah,

Modul-madul ind akan diintegrasikan ke dalam LMS Pamong Desa
yvang dikelola oleh Dstjen Bina Pemdes.

e 0000

PEDOMAN

TEKNIS OPERASIONAL

POSYANDU

Penguatan Tula Kelgla dan
Treesfzrmesd Palayansn Fosyardu

g |

i ETPTAH S84 LE T i
N = L .

MODUL PELATIHAN DASAR

TIM PEMBINA DAN

PENGURUS POSYANDU
i’ . '"'lh-u-

Dscchmiiudr) Parmwrdogs | e 19 1 s 250 5

TiM PEMBINA
& PENGURUS POSYANDU

(AR TS ET ¥ Mok R S I':-'llll.:-'l-lrf.l"l' HRE
KERAEHTS A L DLa e SRR
(e I LHE T

Garmbar honyo lustrasi sampul

Penyusunan kedua NSPK tersebut
akan rampung di tahun ini




LANGKAH STRATEGIS
DITJEN BINA PEMDES

.

|

r.
,

|

-—

terpusat.

LMS POSYANDU

-—

micdul pelatihan imteraktid,

Dalam waktu dekat akan dibuat sebuah Platform Digitalisasi Posyandu
[ melalui posyandu.kemendagri.go.id yang memiliki fitur-fitur diantaranya:

REGISTRAS|I POSYANDU INFORMASI DATA POSYANDU

Sistem Pamberian Momor Reglstres) digital
untuk Posyandu secara mudah, cepat,

dan terintegrasi dalam satu platform

Pembina, Pengurus dan Kader Posyandu

<
—&
F MOMNITORING DAN EVALLASI POSYANDU F
—
Platfarm pembelajaras digital bagi Tem @ ‘

urfuk mnnin.glt:lia:n Il|:|:r|'n|:|-l.-‘|:|:|1.:i: il i

B
Aksas mformas data Posyandu secara
real-time, lengkap dam akurat untuk
mendubuey pengambifan kepatusan
berbaziz data.

wstemn pemantauan real-time untuk
rrihnlau perkermbangsn evsluast Kinerp
posyandu secars berkala dan terstruktur. -

Platform ini akan menjadi ekosistem digital Posyandu yang terintegrasi,
transparan, dan akuntabel untuk pelayanan 6 bidang SPM yang optimal.

PELAPORAN POSYANDU
e

Frur pelaporan digital vang mamudahkzn
kader posyandu - dalam meruasun dan
mengwimkan laporan kegiatan secara
otomatis kepada pehak terkait,

FITUR PENDUKUMNG LAINMNYA

A
Herbagal fitur tembehan sepert] notifikas:
jadhwial, arsip data, integrast dengan sistem
nasional, dan dukungan teknls wntuk
optirmalizasi layanan posysndu,




Pasyandu Bersinerg Transfarrmiatif = :T'I Lintuk
Melayani Lintas Sektor Berkelanjutan x,_';i;“'f"" Indonesia Maju




